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Abstrak 
Pengelolaan hutan lindung menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang berhubungan 

dengannya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam 

pengelolaan hutan lindung.  Penelitian dilakukan pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Provinsi 

Maluku. Pengumpulan data menggunakan pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan data 

sekunder.  Purposive sampling untuk instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dan metode snow ball 

untuk pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung. Analisis data secara 

deskriptif kualitatif. Hasil identifikasi didapati Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau 

Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pengelolaan hutan lindung di Pulau Ambon diintervensi oleh instansi dan 

Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kehutanan sesuai  tugas pokok dan fungsinya. Pemangku kepentingan 

lain yang memberikan kontribusi seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi 

keagamaan,  Akademisi,  Instansi di luar lingkup Kehutanan seperti Pekerjaan  Umum dan Permukiman 

Rakyat Bidang Tata Ruang. Peran pemangku kepentingan sebagai pengelola hutan lindung, intervenor, 

fasilitator, partisipan, evaluator, tim pakar, pengguna sumberdaya hutan dan perencana tata ruang.   

Kata kunci: Identifikasi; peran; Hutan lindung;  Pemangku kepentingan 

Abstract 
Protected forest management is the responsibility of all stakeholders related to it. This study aims to identify 

stakeholders and their roles in protected forest management. The research was conducted in the Mount 

Sirimau Protection Forest Group, Maluku Province. Collecting data using questionnaires, in-depth 

interviews, observation and secondary data. Purposive sampling for agencies that have the main tasks and 

functions and the snow ball method for other stakeholders involved in protected forest management. Data 

analysis is descriptive qualitative. The results of the identification found the Technical Implementation Unit 

of the Ambon Island Forest Management Unit and the Lease Islands. Management of protected forests on 

Ambon Island is intervened by agencies and Technical Implementing Units within the scope of Forestry 

according to their main duties and functions. Other contributing stakeholders such as Community Social 

Institutions, Community Organizations, Religious Organizations, Academics, Agencies outside the scope of 

Forestry such as Public Works and People's Settlements in the Spatial Sector. The role of stakeholders as 

managers, intervenors, facilitators, participants, evaluators, expert teams, forest resource users and spatial 

planners. 
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PENDAHULUAN 

Hutan lindung berfungsi sebagai 

penyanggah kehidupan memiliki jasa 

ekosistem.  Aliran jasa ekosistem seringkali 

tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

membutuhkan kontribusi manusia  (Díaz et 

al., 2018;  Albert et al., 2016;  Burkhard et al., 

2014; UK NEA, 2011). Kontribusi tersebut 

seperti "input lain" (Burkhard et al., 2014) 

yaitu, “input manusia” (Albert et al., 2016; 

Von Haaren et al., 2014), "modal sosial dan 

manusia" (Daniel et al., 2012), "proses sosial" 

(Spangenberg et al., 2014), atau "aktivitas 

manusia" (Huntsinger dan Oviedo, 2014). 

Oleh karena itu campur tangan manusia juga 

berperan penting untuk menjaga ekosistem 

(Gissi dan Garramone, 2018; Raymond et al., 

2017; Berb es-Bl azquez et al., 2016; Fischer 

dan Eastwood, 2016;  Palomo et al., 2016; 

Jericó-Daminello et al., 2021).   Manusia yang 

berperan sebagai pemangku kepentingan dapat 

menjadi aktif dalam ikut memproduksi jasa 

ekosistem (Rova dan Pravoni, 2017; Loft et 

al., 2015; Opdam et al., 2015).  Hal tersebut 

harus diimplementasikan dalam pengelolaan 

sumber daya alam secara umum.  

Keberhasilan atau kegagalan 

pengelolaan sumber daya alam sangat 

dipengaruhi banyak faktor, baik internal 

maupun eksternal. Salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi sebuah pengelolaan 

sumber daya alam adalah para  pemangku 

kepentingan. Pemangku kepentingan adalah 

individu, lembaga atau kelompok yang 

mempunyai kepentingan langsung maupun 

tidak langsung terhadap suatu program atau 

kegiatan, atau yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi secara positif atau negatif oleh 

pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan suatu 

program atau kegiatan (Puspitojati et al., 

2012). Namun yang terjadi dalam pengelolaan 

hutan lindung di Kota Ambon masih secara 

parsial,  dan hal ini akan memicu terjadinya  

konflik sosial yang disebabkan banyaknya 

para pihak yang terlibat.  

Pemangku kepentingan dalam 

pengelolaan sumberdaya alam perlu diatur 

dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan 

pengelolaan sumberdaya alam.  (Syahputra et 

al., 2018) menyebutkan bahwa konsep 

manajemen pemangku kepentingan adalah 

bagaimana mengelola para pihak secara 

efektif untuk mewujudkan tujuan strategis. 

Oleh karena itu,  pemangku kepentingan yang 

terkait dalam pengelolaan sumber daya alam 

perlu diatur dengan baik secara komprehensif 

dan kolaboratif agar mencapai tujuan  

pengelolaan hutan lindung.  

Penelitian dilakukan untuk  

mengidentifikasi pemangku kepentingan yang 

terlibat dan peranannya dalam pengelolaan 

kelompok hutan lindung Gunung Sirimau. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada 

Kelompok Hutan Gunung Sirimau. Kelompok 

Hutan Lindung Gunung Sirimau diambil 

sebagai lokasi penelitian karena merupakan 

lokasi yang strategis yang berlokasi  pada hulu 

Kota Ambon.  Jika tidak dikelola dengan baik 

akan mempengaruhi bagian hilir Kota Ambon 

sebagai tempat aktifitas sosial, ekonomi dan 
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pelayanan publik. 

Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode Purposive Sampling 

dan Snowball sampling. Metode Purposive 

Sampling digunakan untuk mengidentifikasi 

pemangku kepentingan pada  instansi terkait 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam 

pengelolaan hutan lindung Kelompok Hutan 

Gunung Sirimau. Metode Snowball  sampling 

digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder 

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, 

swasta,  pemerhati lingkungan dan lain-lain 

yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi 

yang khusus namun berkontribusi, terlibat 

atau berpartisipasi dalam pengelolaan hutan 

lindung  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner dan alat 

perekam. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengisi quesioner, wawancara mendalam 

(indepth interview), observasi lapangan dan 

penelusuran dokumen terkait dengan tujuan 

penelitian. Kuesioner yang digunakan 

berisikan identitas responsden, tugas pokok 

dan fungsi, peran dalam pengelolaan hutan 

lindung.  Pengolahan data mengikuti proses 

mengidentifikasi pemangku kepentingan 

mengikuti prosedur  langkah-langkah analisis 

pemangku kepentingan (ODA, 1995; Reed et 

al., 2009; Ackermann, 2011; Aaltonen, 2011)  

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema langkah-langkah analisis pemangku kepentingan (ODA, 1995; Reed et al., 

2009; Ackermann, 2011; Aaltonen, 2011, Modifikasi, 2020) 

 

Penelitian ini hanya fokus pada 

langkah identifikasi pemangku kepentingan 

dan peranan dalam pengelolaan hutan lindung.  

Metode analisis data menggunakan metode 

deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Analisis 

data dilakukan dengan mengkaji hasil 

kuesioner, yang dijelaskan berdasarkan hasil 

wawancara  yang mendalam.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Identifikasi Pemangku Kepentingan Yang 

Terlibat Dalam Pengelolaan Kelompok 

Hutan Lindung Gunung Sirimau 

Hasil analisis pemangku kepentingan 

dapat digunakan sebagai bahan dalam 

mendukung proses perencanaan, 

implementasi, atau evaluasi proyek (Overseas 

Development Administration [ODA], 1995). 

Pemangku kepentingan  dan peranannya 

dalam pengelolaan hutan lindung  dapat 

dilihat  pada Tabel  1.  Pemangku kepentingan 

dapat dikelompokan  dalam tiga kelompok 

pemangku kepentingan, yaitu pemangku 

kepentingan kunci, utama dan pendukung 

(ODA, 1995; Mulyaningrum, 2013;  

Nurfatriani, et al., 2015). Pemangku 

kepentingan utama (primary stakeholder), 

merupakan pemangku kepentingan yang 

secara langsung terkena dampak, baik positif 

maupun negatif dari adanya pengelolaan hutan 

lindung. Pemangku kepentingan kunci (key 

stakeholder) merupakan pemangku 

kepentingan yang secara legalitas memiliki 

kewenangan atau dengan kata lain memiliki 

pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam 

pengelolaan hutan lindung. Pemangku 

kepentingan pendukung (secondary 

stakeholder), merupakan pemangku 

kepentingan sebagai perantara dalam 

pengelolaan hutan lindung ataupun pihak-

pihak yang tidak memiliki kaitan secara 

langsung tetapi memiliki kepedulian 

pengelolaan hutan lindung.  

Pemangku kepentingan utama adalah 

aktor utama di wilayah ini dalam hal 

kekuasaan dan legitimasi (ODA, 1995). 

Pemangku kepentingan utama adalah 

penerima manfaat dari rencana dengan lebih 

sedikit kekuasaan dan legitimasi, dan 

pemangku kepentingan sekunder adalah aktor 

yang secara marjinal terlibat dalam masalah 

ini (ODA, 1995). Stakeholder kunci harus 

dapat mewakili kepentingan budaya, sosial, 

dan ekonomi utama masyarakat, untuk 

memiliki dialog yang konstruktif, dan untuk 

menjadi orang yang dihormati yang 

memungkinkan difusi informasi baru (Prell et 

al., 2013). Stakeholder primer mencakup 

penerima manfaat proyek yang dituju, dan 

pihak lain yang secara positif atau negatif 

terkena dampak langsung proyek; sementara 

pemangku kepentingan sekunder adalah 

perantara yang dapat memengaruhi hasil 

proyek (ODA, 1995). 

Pemangku kepentingan yang 

teridentifikasi pada tiga kelompok  tersebut 

adalah :  

a. Pemangku kepentingan kunci adalah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau 

Ambon dan Pulau-Pulau Lease; Dinas 

Kehutanan Provinsi Maluku; Unit 

Pelaksana Teknis (UPT)  Balai Perhutanan 

Sosial dan Kemitraan Lingkungan; UPT. 

Balai Pengelolaan DAS Wae Apu 

Batumerah. Keempat instansi ini 

merupakan pemangku kepentingan kunci 

karena memiliki kewenangan untuk 

mengelola Kelompok Hutan Lindung 

Gunung Sirimau.  

Peranan masing-masing pemangku 
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kepentingan tersebut :  

• UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-

Pulau Lease, Kelompok Hutan 

Lindung Gunung Sirimau dikelola 

oleh Kantor Wilayah Kehutanan 

Provinsi Maluku, kemudian setelah 

adanya Peraturan Otonomi Daerah, 

Kelompok Hutan Lindung Gunung 

Sirimau dikelola oleh Dinas 

Kehutanan Kota Ambon sampai 

dengan tahun 2016.  Pengelolaan oleh 

UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-

Pulau Lease belum berjalan sesuai 

harapan, hal ini disebabkan belum 

finalnya penyusunan dokumen  

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 

Panjang (RPHJP) sebagai dokumen 

salah satu syarat  beroperasinya  

sebuah KPH.  

• Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, 

UPT.  Balai Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan telah 

melakukan kegiatan penetapan hutan 

adat di Negeri Hutumuri dan Negeri 

Hukurila. 

• UPT.  Balai Pengelolaan DAS Wae 

Apu Batumerah  termasuk   dalam 

pemangku kepentingan kunci.  

melakukan kegiatan rehabilitasi lahan 

kritis dalam Kelompok Hutan Lindung 

Gunung Sirimau di Negeri Soya. 

b. Pemangku kepentingan pendukung 

merupakan pemangku kepentingan yang 

mendukung proses pengelolaan Kelompok 

Hutan Lindung Gunung Sirimau. 

Pemangku kepentingan pendukung  terdiri 

dari :  UPT. Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan Maluku; UPT. Balai Konservasi 

Sumberdaya Alam; Akademisi; Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; 

Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Ambon; Organisasi Masyarakat; Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah.  

Peran masing-masing pemangku 

kepentingan tersebut :   

• UPT. Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan Maluku (BPKH) sebagai 

fasilitator dalam penyusunan RPHJP  

UPT. Balai Konservasi Sumberdaya 

Alam (BKSDA) sebagai partisipan 

dalam penyusnan RPHJP       

• Akademisi sebagai tim pakar 

penyusunan dokumen  RPHJP.  

• Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Maluku; Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Ambon 

memberikan dukungan dalam rencana 

pengelolaan terkait dengan 

pembiayaan kegiatan pengelolaan 

hutan lindung.  

• Organisasi Masyarakat  memberikan 

dukungan secara insindental 

mengadakan kegiatan penanaman 

dalam  rangka merayakan hari besar, 

hari raya atau program kerja 

organisasi.  
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• Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Bidang Tata 

Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah yang bertugas untuk 

menyusun rencana tata ruang Provinsi 

Maluku.  

 

 

c. Pemangku kepentingan utama adalah 

masyarakat adat. Masyarakat adat berinteraksi 

langsung dengan Kelompok Hutan Lindung 

Gunung Sirimau.  Peran masyarakat adat 

dalam pengelolaan hutan adalah menjaga 

keamanan hutan lindung melalui peranan 

lembaga kewang (polisi adat).  

 

 

Tabel 1.  Pemangku kepentingan  dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung pada 

kelompok hutan lindung Gunung Sirimau 

No Pemangku Kepentingan Peran 
Derajat 

Pengaruh 

Derajat  

Kepentingan 

1 

UPTD. Kesatuan Pengelolaan 

Hutan  Pulau Ambon dan Pulau-

Pulau Lease 
• Pengelola Tinggi Tinggi 

2 

  
Dinas Kehutanan Provinsi 

• Mengintervensi 

• Fasilitator 

• Evaluator 

Tinggi Tinggi 

3  
UPT. Balai Pemantapan Kawasan 

Hutan Maluku 

• Fasilitator 

• Partisipan 
Tinggi Rendah 

4 

  

UPT. Balai Perhutanan Sosial  

dan Kemitraan Lingkungan 

Maluku 

• Mengintervensi 

• Fasilitator 
Tinggi Tinggi 

5 

UPT. Balai Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai Wae Apu Batu 

Merah 

• Mengintervensi 

• Fasilitator 
Tinggi Tinggi 

6 

 

 

UPT. Balai Konservasi 

Sumberdaya Alam 
• Partisipan Rendah Rendah 

7 

 

 

Badan Perencanaan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kota Ambon 

• Fasilitator 

• Evaluator 
Tinggi Rendah 

8  

Badan Perencanaan Daerah, 

Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Maluku 

• Fasilitator 

• Evaluator  
Tinggi Rendah 

9  Akademisi  
• Tim Pakar 

• Partisipan 
Rendah Rendah 

10 Masyarakat  Adat 

• Pengguna 

sumberdaya 

hutan 

• Partisipan 

Rendah Tinggi 

11 Organisasi Masyarakat • Partisipan Rendah Rendah 
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No Pemangku Kepentingan Peran 
Derajat 

Pengaruh 

Derajat  

Kepentingan 

12 

Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Bidang Tata 

Ruang) dan Tim Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah 

• Perencana Tata 

Ruang 

• Fasilitator 

 

Tinggi Rendah 

 

Peran Pemangku Kepentingan Pengelolaan 

Kelompok Hutan Lindung Gunung 

Sirimau 

 

Peran adalah bagian yang dimainkan 

seorang pemain atau tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI). 

Peran peamangku kepentingan dapat diketahui 

melalui analisis stakeholder(Wakka et al., 

2014).  Tabel 1 menunjukkan cukup banyak 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung 

Sirimau dengan berbagai peran yaitu sebagai 

pengelola, intervenor, partisipan, pakar, 

perencana tata ruang, fasilitator dan pengguna 

sumberdaya dengan tingkat (derajat) 

kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Ada 

yang derajat kepentingan dan pengaruh yang 

tinggi, derajat kepentingan tinggi tapi derajat 

pengaruh rendah dan sebaliknya. Tinggi 

rendahnya derajat kepentingan dan pengaruh 

ditentukan  oleh tingkat kewenangan dalam 

pengelolaan hutan lindung berdasarkan 

aturan, tugas pokok dan fungsi pemangku 

kepentingan tersebut. 

KESIMPULAN 

1.  Pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengelolaan hutan lindung terdiri : 1) 

Pemangku kepentingan kunci adalah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Pulau Ambon dan 

Pulau-Pulau Lease; Dinas Kehutanan 

Provinsi Maluku; Unit Pelaksana Teknis 

(UPT)  Balai Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan; UPT. Balai 

Pengelolaan DAS Wae Apu Batumerah; 2) 

Pemangku kepentingan pendukung 

merupakan pemangku kepentingan yang 

mendukung proses pengelolaan Kelompok 

Hutan Lindung Gunung Sirimau. Pemangku 

kepentingan pendukung  terdiri dari :  UPT. 

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku; 

UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam; 

Akademisi; Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; 

Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Ambon; Organisasi Masyarakat; Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah; 3) Pemangku 

kepentingan utama adalah masyarakat adat. 

2. Peran pemangku kepentingan sebagai 

pengelola hutan lindung, intervenor, 

fasilitator, partisipan, evaluator, tim pakar, 

pengguna sumberdaya hutan dan perencana 

tata ruang.   
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